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RINGKASAN 

 

Sofyan Indra Siswono, HukumAdministrasi 

Negara,FakultasHukumUniversitasBrawijaya, Juli 2017, IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT 3 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR 

UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG 

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK (Studi di 

DinasPerhubungan Kota Malang), Lutfi Efendi, S.H., M.Hum, Herman Suryokumoro, SH., M.S. 

 Berkembangnyateknoligisaatinimenuntut para 

pemilikperusahaantransportasiuntukberlomba-lombamemberikanmodatransportasiumum yang 

memadaidan juga memberikankemudahanaksespelayanan, modatransportasiumum di Kota 

Malang pun juga mengalamiperkembangan yang sangatpesat.  Modatransportasi di Kota Malang 

pun sangatberagammulai ojek, becak, angkot, taksi, dan juga telahtersediabissekolah yang 

disediakanpemerintahbagi para pelajar di Kota Malang. 

 Namunpesatnyaperkembanganteknologimembuatmunculnyamodatransportasibaru yang 

biasa di sebutdengantaksionline yang akhir-akhirinisangatramaidiminatimasyarakat,  

kemudahanakanakses yang digunakanmasyarakatdan juga murahnyatarif yang di 

bebankanmembuatbanyak orang lebihmemilihmodatransportasiini di banding 

taksikonvensionalmaupunmodatransportasiumum yang lain. 
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 Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodepenelitianEmpiris.Cara yang 

dipergunakan di dalampenelitianiniadalahmelihatimplementasiPeraturan Menteri 

Perhubungannomor 108 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraanAngkutan Orang 

DenganKendaraanBermotorUmumTidakDalamTrayek. 

 Kehadiranmodatransportasibaruinibukannyatanpakendalaberarti, banyaknya pro 

dankontrak yang terjadi di masyarakatmengakibatkanefek domino yang 

sangatbesardanmemilikipengaruhbesardalamkehidupanmasyarakat. 

Khususnyabagipengemudiangkutanonline, pengemudiangkutankota, 

pengemudiangkutantaksikonvensional, para konsumenpenggunamodatransportasiumum, dan 

juga para pengusahan yang bergerak di bidangtransportasiangkutan orang tidakdalamtrayek yang 

ada di Kota Malang.DinasPerhubunganmelalui Kementerian 

Perhubunganmerespondengancepatuntukmeredamaksiprotes yang terjadihampirmerata di seluruh 

Indonesia denganmengeluarkanPeraturan Menteri Perhubungannomor 32 tahun 2016, 

masihbanyaknyagelombangprotes yang terjadi di seluruhdaerahmembuat Kementerian 

PerhubunganmerevisiPeraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 denganPeraturan Menteri nomor 

26 tahun 2017. 

 Bukti Kementerian Perhubungan yang menanggapikasusinidenganseriusyaitupadasaat 

Kementerian PerhubunganmengeluarkanPeraturan Menteri nomor 108 tahun 2017 yang 

menggantikanPeraturan Menteri nomor 26 tahun 2017 

walaupunjikadilihatsecarakeseluruhanisidariPeraturan Menteri Perhubungannomor 108 tahun 

2017 sebenarnyatidakjauhberbeda.Khusunyapadabagian yang 

mengaturtentangpengawasanangkutan orang dengankendaraanbermotorumumtidakdalamtrayek. 

Perbedaan yang dapatdilihatdaripembaruanPeraturan yang 
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dilakukanialahpengaturantentangtaksionline yang lebihspesifikdanmendetaildariperaturanyang 

lama. Pengawasanseperti yang di aturdalampasal 70 ayat 3 Peraturan Menteri 

Perhubungannomor 108 Tahun 2017.   

Kata kunci :Implementasi, pengawasankendaraan 

SUMMARY 


